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IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIX/2021 

Tentang 

Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa 

Pemohon : Nedi Suwiran 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 
6/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 
terhadap UUD 1945 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) 
periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan 
undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk 
menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang 
sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi 
kesempatan untuk menjabat 1 (satu)”. Sehingga Penjelasan 
Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) yang semula berbunyi, “Kepala Desa yang telah menjabat 
satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling 
lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang 
telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk 
mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” menjadi 
berbunyi, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, 
baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-
undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 
2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah 
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menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun 
berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi 
kesempatan untuk menjabat 1 (satu)”.   

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya 
Tanggal Putusan : Kamis, 30 September 2021 
Ikhtisar Putusan :  

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Desa 
Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 39 ayat (2) dan 
Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan Pemohon a quo. 

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Pemohon belum memenuhi 
ketentuan penghitungan 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, dihitung dari diperolehnya 
jabatan kepala desa berdasarkan UU 32/2004. Padahal jabatan sebagai kepala desa diperoleh 
pertama kali berdasarkan pada UU 22/1999. Akibat ketidakjelasan ini proses pemilihan kepala 
desa ditunda sehingga Pemohon merasa tidak ada kepastian hukum atas hak konstitusionalnya 
yang dijamin oleh UUD 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam 
menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah  Pemohon telah 
menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan 
dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39  UU 6/2014 yang 
dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat 
spesifik dan aktual. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami 
Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan 
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian. Apabila, permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional 
seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya 
persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat 
urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 54 UU MK. 

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, 
penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

Bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting 
yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sejak berlakunya UU 5/1979, 
pembatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa jabatan tetapi juga untuk membatasi 
periodesasi masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak 
hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi 
kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power tends to corrupt) karena terlalu lama berkuasa. 

Terkait terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan materi 
muatan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menimbulkan multitafsir 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan, di satu sisi pembatasan 
masa jabatan kepala desa telah jelas dan memberikan kepastian hukum karena pembatasan 
masa jabatan kepala desa adalah paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Namun, di sisi lain 
dengan adanya penjelasan pasal a quo yang mengaitkan parameter penghitungan masa 
jabatan kepala desa paling banyak 3 (tiga) kali tersebut dengan UU 32/2004 telah menimbulkan 
keragu-raguan (multitafsir) bagi Pemohon untk mencalonkan kembali dalam kontestasi 
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pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar dalam waktu dekat. Terhadap dalil Pemohon 
a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa untuk menghindari munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam 
penyimpangan oleh kepala desa, terkait dengan penghitungan periodesasi masa jabatan 
kepala desa meskipun masa jabatan kepala desa didasarkan pada undang-undang yang 
berbeda namun hitungan satu kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan undang-
undang. Dengan kata lain, penghitungan periodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya 
mendasarkan pada UU 32/2004. Artinya, bagi kepala desa yang sudah menjabat tiga periode, 
meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang 
sebelum berlakunya UU 6/2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah 
terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga, penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-
turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan 
seseorang sebagai kepala desa. Selain itu, periodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud 
berlaku untuk kepala desa baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di 
desa yang berbeda. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang 
menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa terhadap Penjelasan Pasal  39 UU 6/2014 harus dilakukan penyesuaian agar tidak 
menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, terhadap Penjelasan Pasal 
39 UU 6/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-
undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, 
bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang 
sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu)”. 

Bahwa, secara faktual, sangat mungkin telah terjadi kepala desa yang telah terpilih lebih 
dari 3 (tiga) periode sebelum putusan a quo, untuk alasan kepastian hukum dan tidak 
menimbulkan kegaduhan di desa yang kepala desanya telah terpilih, maka kepala desa yang 
bersangkutan tetap menjalankan tugasnya hingga berakhir masa jabatannya sesuai dengan 
UU 6/2014. 

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 telah ternyata tidak menimbulkan 
multitafsir dan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Sementara, dalil Pemohon berkenaan 
dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian 
hukum bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah 
menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang 
sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, 
bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan 
undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu)”. 
Sehingga Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang semula berbunyi, “Kepala Desa 
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yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. 
Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali 
hanya 1 (satu) kali masa jabatan” menjadi berbunyi, “Kepala desa yang sudah menjabat 
1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih 
diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa 
yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang 
sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu)”. 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 


